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‘bahwa dengan diteiap'!:canuya Keputusan Menteri Datam Ncger}
iNomnor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis .
;Retribusi Daerah Tingkat [ dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi
'[zin Trayek merupakanjenis Retribusi Daerah Tingkat 11 ;

bahwa untuk memung,ut retribusi sebagaimana dimaksud pada |
huruf a, perltu diatur dengan Peraturan Daerah ;

'Undang,—undang, Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
. Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Ja“a
aTlmur

Undang,-undang, Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia'
{Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
; Tahun [960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RLpubhk'
t Indonesia Nomor 3037) ; '
Undang,-undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara
P:dana (Lembaran Necgara Republik Indonesia Tahun 1981
‘Nomor 76, Tambahan Lembaran Neg,ara Republik Indonesia
“Nomor 3209) ;

. ;Undang,-undang, Noinor 14 Tahun 1992 tentang, Lalu Lintas dan

Ang,kutan Jalan (Lembaran'Negara Republik Indonesia Tahun
I992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
: Nomor 3480); '

. : Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

i Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
’ 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
* Nomor 3685) ; _
Undang,—undang, Notnor 28 Tahun 1997 tentang l\epohsmn Negara
‘Repubhk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i 1997 Momor 81, Tambahan L.embaran Negara RLpubhk Indonesia
: { Nomor 37]0) -
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7. ;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
:Daerah  (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 1999
‘Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesna
:Nomor 3839) ;

8. EPeraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
:Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

9. 'Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan
'Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26
:Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
‘Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
:59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3527);

11. Pemituran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3692)

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
;Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawa1 Negeri Sipil dl ngkungan
Pemerintah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum jo Keputusan Mentert Perhubungan Nomor KM
‘15 Tahun 1996 tentang Penyempumaan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
‘Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;

16, Keputusan Menteri dalam Negeri ‘Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
‘tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I
‘dan Daerah Tingkat II ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan Nomor 7
;Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ngkungan

‘Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Pacitan.
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Menctapkan :

Dengan Pcrsctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

{

oo . KABUPATEN PACITAN |

MEMUTUSI\AN
PERATURAN DAERAH l\ABUPATEN PACITAN TENT ANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK. -

| BAB I

i - KETENTUAN UMUM

f . Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

< e

B

Daerals, adalah Kabupaten Pacitan ;

- b Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- C.
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retnbu51 '

Kepala Daerah, adalah Bupan Pacitan ;

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perscroan -
" terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usha milik

Negera atau Dacrah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensmn bentuk usaha tetap serta badan usaha

lainnya ;

‘Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang :
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;. -
" Trayek adalah - lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan
khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah

" Dacrah ;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dlcngkapl |

-sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat

duduk pengemudi, baik "dengan. maupun tanpa perlengkapan_'

- pengangkutan bagasi ;

Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih -

 dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan :

~ bagasi ;

Angkutan Khusus, adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus
atau untuk mengangkut barang-barang khusus ; -

Retribusi Izin Trayek yang sclanjutnya discbut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau

- beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah ;-

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat dlsmgkat
SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah
retribusi yang terutang ;

Pemeriksaan, adalah  serangkaian kegiatan untuk  mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam

’
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rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retnbusn
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, adalah
serangkaian ‘indakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil.. yang sclanjutnya dapat discbut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemulkan tersangkanya. .

P _ BAB 11 _
i NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
’ - Pasal 2
Dengaﬁ nama . Retnbu51 [zin Trayek dipungut retribusi  sebagai
pembayaran atas pembenan [zin Trayek, Kartu Pengawasan, [zin
Penyimpangan Trayek dan Surat Keterangan Mobil Barang untuk
Angkutan Orang, kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
_ pclayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau bebarapa trayek
tertentu dalam Wllayathaerah
; Pasal 3
Objek Retribusi adalah semua kendaraan angkutan penumpang umum
yang diberi Izin Trayek, Kartu Pengawasan, [zin Penyimpangan Trayek
- dan Surat Keterangan Mobil Barang untuk Angkutan Orang.

‘ ' S Pasal 4

Subjek’ Retribusi adalah orang atau badan pemilik kendaraan angkutan
umum sebagai wajib retribusi izin trayek. '
) .
! _ _
! BAB III
. GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribtisi Izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu ;
L "~ BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
a : Pasal 6 '

' Tlngkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jumlah 1zin yang dlbenkan
dan Jems angkutan umum penumpang ' -
-5 BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
i ST RUKTUR DAN BESARNYA TARIP
i Pasal 7

1 e

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarip
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama
dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek ;
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya -
survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan
pengawasan ,

: BAB VI
STRURTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
? Pasal S

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang

umum dan daya angkut ; '

(2) Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah.
ini. _

: : " BAB VII

! WILAVAH PEMUNGUTAN'

! : Pasal 9

Retribusi yang terutang dlpungut di wilayah Daerah tempat izin trayek
dlbenkan
BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

mme ey me e ma

(1) Masl_a Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya §5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

(2) Masa Rertribusi Kartu Pe ngawasan adalah jangka waktu yang lamanya
. 6 (enam) bulan dan dapat diperpanijang lagi; - _

(3) Masa Retribusi Izin Penylmpangan Trayek adalah jangka waktu yang
Iamanya 1 (satu) kali perjalanan,

(4) Masa Retribusi Surat Keterangan Mobil barang untuk angkutan orang
adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang selama sarana transportasi dalam wilayah daerah betum
mericukupi

(3) Setlap keterlambatan  pembaharuan kartu pengawasan dikenakan
biaya tambahan sebesar 20 %bulan dari jumlah retribusi yang
terutang. \

: : Pasal 1|

Retnbusn terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan. ' :
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BAB IX :
TATACARA PEMBAYARAN
| Pasal 12

Y T T

) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

(2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi dxatur
dengan Keputusan Kepala Daerah,

BAB X
TATACARA PENAGIIIAN
Pasal 13

A AT M ok

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain .yang sejenis scbagai
tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan scgera setelah
7 (tu_| uh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ; :

(2) Dalam jangka ' waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat
teguran/perlngatan/surat [ain yang sejenis, Wa_]lb retribusi  harus
meluna51 retribusi yang terutang ; :

3) Surzit sebagaimana dimaksud ayat (1) paszil ini dikeluarkan oleh
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. '

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

; PEMBEBASAN RETRIBUSI

: Pasal 14 '

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan kerinzanan dan
pembebasan retribusi. -

(2) Pemberlan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dengan mempcrhatikan Wajib Retribusi,
antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kéci! untuk mengangsur.”

3) Peh{bebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
diberikan kepada - Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam,
kerusuhan .

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
dlletapkan oleh Kepala Daerah.

© BAB XII
- KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
3, Pasal 15

(l) Wa_llb retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya schingga
' merugikan Keua igan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi
yang terutang, ,

| ) llndak padana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah
pclanggaran

o



Pasal 16

P

() Pejabat pegawai Negeri Sipil tententu dilingkungan Pemermtah :

‘Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
peny|d1kan tindak pidana dlbldang relnbusn Daerah. :

(2) Wewenang Penyidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. ‘Menerima, mencari dan mengumpulkan serta mencliti keterangan.
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi

.'daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih -'

, lengkap dan jelas; :

b. '_Menehtl, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

. pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

‘sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah .
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokuTen
- lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah |
¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bu}m
pembukuan, pencatatan - dan dokumen-dokumen Iain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan |

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
‘memeriksa identitas orang -atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pldana
Retribusi Daerah ;
i. Memanggil orang untuk dldengar keterangan dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi ;
- Menghentikan penyldlkan
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penylchkan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang
'dapat dipertanggung jawabkan. :

r‘-

(3 Penyldlk sebagalmana dimaksud-ayat (1) pasal ini memberitahukan
" dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undan g-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
L BAB XIII
P - KETENTUAN PENUTUP
; _ - Pasal 17

- DengariT berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai -

pelaksa‘naan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Pacitan
Nomor; 2 Tahun 1995 tentang lzin Trayek kendaraan Umum serta
Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dlcabut dan tidak berlaku lagi.

4
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Hal-ha! yang belum éukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

%
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Pasal 19

¢
SR ;Peratﬁran Daerah ini mutai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar :setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
~ Peraturan Daerah ini dengan pcwempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pacltan ' -

f _ Disahkan di Pacitan

; | Pada tanggal 27 Maret 2000
’ ' - BUPATI PACITAN

i | | Cap. ttd

g SUTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
pada tangal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah

_ DJIMAN
. Pembina Utama Muda
N"IP 510049 978

' Lembaran Daerah Kabupaten Pacltan Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PACITAN
NOMOR : 13 TAHUN 2000
TANGGAL: 27 Maret 2000
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BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

1

| .
URAIAN TARIP (Rp) KETERANGAN
1. Mobil Penumpang’ Umum
o JIzinTrayek 50.000,00
¢ Kartu Pengawasan 15.000,00
2. Mobil Bus :
A. Tempat duduk 9 s/d 14 orang
e Jzin Trayek 75.000,00
» Kartu Pengawasan 25.000,00
B. Tempat duduk 15 s/d 24 orang
e Jzin Trayek 100.000,00
. e Kartu Pengawasan 35.000,00
C.Tempat duduk 25 s/d 45 orang '
e Izin Trayek’ 125.000,00
e Kartu Pengawasan 45.000,00
D. Tempat duduk 45 keatas
o Jzin Trayek’ 150.000,00
o Kartu Pengawasan 50.000,00
3. Mobil Barang untuk angkuan orang
o Surat Keterangan Mobil Barang untuk 75.000,00
Angkutan Orang '
» Kartu Pengawasan 25.000,00
4. Izin Penylmpangan Trayek Antar Kota Dalam
Propinsi . :
"o Mobilbus 10.000,00
* Mobil Penumpang Umum 5.000,00
; BUPATI PACITAN
: Cap. ttd

SUTJIPTO




